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ABSTRAK

Karapan sapi ialah suatu tradisi adat yang sudah sejak lama di Madura.
Kegiatan ini sangat banyak digemari oleh berbagai warga setempat dikarenakan
karapan sapi ini sudah mendarah daging di daerah Madura. Selain menjadi tradisi,
karapan sapi juga salah suatu perlombaan atau festival adu kecepatan sapi, namun
di lain sisi karapan sapi ini juga banyak kontroversi. Dalam hukum Islam, umat
Islam diajarkan untuk sayang terhadap hewan, mengasihi dan merawat bahkan
pelanggaran untuk yang menganiayaa hewanpun sudah ada yang mengatur.
Apabila disambungkan dengan kegiatan karapan sapi di Madura ini maka
sangatlah jelas adanya penyiksaan dalam perlombaan tersebut seperti mencambuk,
memberi balsem dan lain sebagainya. Maka dari situlah penulis tertarik meneliti
masalah tersebut dengan permasalahan bagaimana Sanksi penganiayaan Hewan
dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana
Sanksi Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura ditinjau dari
hukum positif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik
pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library reseasrch). Bahan-bahan
dan data datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang
relevan dengan permasalahan topik penulisan. Data-data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan hukum pidana Islam dan teori Pemidanaan. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Kerapan Sapi di Madura merupakan
tradisi yang di dalamnya terdapat tindak pidana penganiayaan hewan.
Penganiayaan ini berupa mengolesi alat vital sapi sapi dengan balsam dan cabai,
kemudian pantatnya dilukai dengan paku dan diatas luka tersebut masih diolesi
balsam dan cabe, rasa sakit hingga kematian yang dialami oleh hewan-hewan
kerapan yaitu Sapi. Luka yang dialami Sapi biasanya luka robek kulit didapat
ketika persiapan perlomabaan dan saat perlombaan.

Hasil penelitian ini bahwa Tradisi Kerapan Sapi di Madura merupakan
tradisi yang melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 66A ayat
(1), ayat (2) KUHP,Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 91b Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012.
Ancaman sanksi paling ringan terdapat dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP dengan
ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.
4,500.00. Sedangkan ancaman sanksi paling berat terdapat dalam Pasal 91B
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan, dengan
ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan berdasarkan analisis
hukum pidana Islam penganiayaan hewan dalam bentuk apapun termasuk
penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi merupakan hal yang dilarang
dalam al-Qur an dan al-Sunnah, akan tetap tidak disebutkan secara jelas dan tegas
hukumanya, maka sanksi pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi



di Madura dalam hukum Islam adalah sanksi jarimah ta’zir yang bentuk mana
bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
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z Kha’ Kh ka dan ha
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zet (dengan titik di atas)
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J Ra’ R er
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o Sin S es

E Syin Sy es dan ye
e Sad s es (dengan titik di bawah)
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L 73’ 7 zet (dengan titik dibawah)
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9 Wawu W W

. Ha’ H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

FRKEAH Ditulis Muta’addidah
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C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
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dass Ditulis Hikmah

ale Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis h

RHPEEES Ditulis Karamah al-Auliya’

Xi




3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h

okl 38

Ditulis

Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

Ditulis a Qi Daraba
Ditulis i agd Fahima
Ditulis u K Kasura
E. Vokal Panjang
Fathah+Alif Ditulis a
alals Ditulis Jahiliyyah
Fathah+ya’ mati Ditulis a
sath Ditulis tansa
Kasrah+ya’ mati Ditulis 1
R Ditulis karim
Dammah+wawu mati Ditulis u
(a5 58 Ditulis Furud

F. Vokal Rangkap
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Fathah+ya’ mati Ditulis ai
1
Kfe Ditulis bainakum
Fathah+wawu mati Ditulis au
2
J s Ditulis gaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|

Ditulis

a’antum

Ditulis

la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
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8L Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi
dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf
kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contohnya:
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara Yyang dikaruniai kekayaan
keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Keanekaragaman tersebut berupa
hewan dan tumbuhan. Sebagai anugerah sekaligus amanah Allah SWT, kekayaan
tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan. Hal ini dalam mewujudkan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945.

Memanfaatkan kekayaan hayati khususnya hewan oleh manusia merupakan
tindakan wajar. menjadi tidak wajar ketika manusia memperlakukan hewan
dengan semena-mena hanya untuk kesenangan semata. Ketidakwajaran ini selain
merupakan perbuatan dzalim terhadap hewan juga sebagai cerminan rusaknya
nurani dalam masyarakat.

Hewan sebagai salah satu mahluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan
kesejahteraan dalam hidupnya, kesejahteraan hewan ini di Indonesia dilindungi
oleh undang-undang. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang dalam KBBI
memiliki arti aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam
gangguan).t

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera atau aman.
Oleh karena itu kesejahteraan hewan dapat diartikan sebagai keadaan aman bagi

hewan dan bebas dari segala gangguan. Penganiayaan hewan merupakan salah

! https:kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera, akses 6 juli 2020



satu bentuk dari pelanggaran kesejahteraan hewan itu sendiri. Maka hal tersebut
haruslah diatur untuk membatasi perlakuan manusia yang semena-mena terhadap
hewan.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang di dalamnya tidak hanya
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja tapi pada lingkungan sosial
dan juga pada lingkungan alam sekitar. Lingkungan yang berada di sekeliling kita
baik berupa benda-benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ataupun
berupa benda-benda mati harus dijaga kelestariannya. Karena Apabila lingkungan
yang berada di sekeliling kita tidak kita pelihara. Maka kemungkinan akan
membawa mudarat bagi Kita, sebaliknya jika linkungan kita dipelihara, maka akan
dapat memberikan kesejahteraan bagi kita.? Islam adalah agama yang tinggi dan
luhur, dan diantara ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-
adab terhadap binatang. Maka dalam Islam binatang memiliki hak-hak yang harus
dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat kezaliman.

Penganiayaan hewan juga kerap terjadi dan hidup dalam budaya dan tradisi
masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tradisi karapan sapi yang
terjadi di daerah Madura. Dinamakan kerapan sapi karena dua pasang sapi jantan
diadu cepat larinya (é kerrap) sejauh jarak tertentu. Setiap satu pasang sapi
dikendalikan seorang joki  (bhuto/tokang tongko’) dengan memakai

peralatan/perlengkapan berupa pangonong dan kalélés (bambu).®

2 Suwanto dan Fatahuddin, “Larangan Menyiksa Binatang” Tahdis. Jurnal Kajian [lmu
al-Hadis, Volume 8, No. 1, (2017), him. 60

3 Muhamad Kosim, “Kerapan Sapi; “Pesta” Rakayat Madura (Perspektif Historis-
Normatif)”, KARSA Journal of Social and Islamic Culture, Volume XI, No. 1, (2007), him. 69



Secara umum penyelenggaraan kerapan sapi masa kini dapat dikelompokkan
menjadi dua jenis, yakni jenis kerapan sapi formal dan nonformal. Kerapan sapi
formal diselenggarakan secara rutin tiap tahun oleh panitia yang dibentuk
pemerintah. Waktu pelaksanaannya relatif tetap dan pemenangnya mendapat
hadiah. Puncak kerapan sapi formal adalah kerapan sapi gubeng yang
memperebutkan piala bergilir Presiden RI. Sedangkan kerapan sapi non-formal
tidak selalu diselenggarakan panitia tertentu, walaupun pelaksanaannya tetap
diawasi aparat kepolisian karena menyangkut ke tertiban dan keamanan. *
Pemenangnya ada yang mendapat hadiah ada yang tidak. Pelaksanaannya bersifat
insidentil, tergantung kebutuhan penyelenggara. Termasuk dalam kategori ini
adalah kerapan sapi pesanan, kerapan adat, dan kerapan nadzar.

Pada kerapan sapi formal, agenda lomba diawali dari tingkat kecamatan
(berlangsung antara bulan Agustus, September), kemudian tingkat kabupaten
(berlangsung antara bulan September, Oktober), dan puncaknya adalah tingkat
karesidenan/tingkat Madura yang berlangsung antara bulan Oktober, Nopember.
Yang terakhir ini biasa disebut dengan kerapan sapi gubeng, yang diikuti empat
kabupaten di Madura, dan hadiahnya sangat bergengsi, yakni memperebutkan
piala bergilir presiden RI. Dalam kerapan sapi gubeng, pesertanya terdiri atas 24
pasang sapi mewakili empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang,
Pamekasan, dan Sumenep). Masing-masing Kabupaten mengirim 6 pasang hasil

seleksi jenjang di bawahnya. Pelaksanaan kerapan sapi gubeng harus memenuhi

*Ibid



standar sebagaimana telah diatur dalam Konferensi Karesidenan Madura tahun
1956.°

Sebagaimana yang penulis dapatkan dilapangan ketika lomba tersebut
diadakan.® Upaya ini dilakukan dengan cara menganiaya pasangan sapi yang akan
bertanding. Cara-cara yang biasa dilakukan adalah; mengolesi seluruh badan sapi
dengan Lombok/cabe, matanya diolesi balsem, pantatnya dilukai dengan paku,
dan di atas luka tersebut dilumuri dengan cabe dan balsem. Dengan cara
demikian, sapi menjadi marah dan seakan kesurupan, matanya melotot dan
nafasnya mendesis. Pada saat bertandingpun pengaiayaan tetap dilakukan oleh si
joki. Sambil duduk di kalélés (bambu), si joki berusaha sekuat tenaga mencambuk
sapi dengan paku yang telah dibentuk seperti parut sampai pantat sapi berdarah-
darah. Semua itu dilakukan agar sapi bisa berlari sekencang-kencangnya dalam
rangka memenangkan pertandingan. Dengan berbagai upaya di atas, kecepatan
lari yang ditunjukkan setiap pasang sapi sangat spektakuler. Arena lapangan kerap
sepanjang 130 meter kadang ditempuh hanya dalam durasi 9 sampai 10 detik.’

Penganiayaan tetap terjadi sekalipun hal ini tetap ditetapkan regulasi yang ada.

Regulasi yang dimaksud mengacu kepada Intruksi Gubernur Jawa Timur

SIbid

6 Wawancara dengan Wawan Kurniawan, yang punya sepasang sapi kerap, Patemun,
Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tanggal 8 September 2020

7 Muhamad Kosim, “Kerapan Sapi; “Pesta” Rakayat Madura (Perspektif Historis-
Normatif)”, KARSA Journal of Social and Islamic Culture, Volume XI, No. 1, (2007), hlm. 69



Nomor.1/INST/2012. Dalam Intruksi mengatakan dalam hal penyelenggaraan
karapan sapi;®
1. Tidak ada kekerasan/penganiayaan terhadap binatang (sapi) kecuali
secara alami
2. Untuk pemakaian Balsem, Jabe yang diperkenankan dengan catatan
tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital
sapi
3. Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan
pak-kopak (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya
4. Penggunaan pecut dan alat pemukul lainya di garis start tidak
diperkenankan
Khusus Panitia Kerapan Sapi tingkat Kecamatan dan Kabupaten se Madura
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
pertama;®
a. Tingkat kecamatan, tidak diperkenankan untuk mengirim perwakilan
sebagai peserta Kerapan Sapi di tingkat Kabupaten
b. Tingkat kabupaten, tidak diperkenankan untuk mengirim perwakilan
sebagai peserta Kerapan Sapi di Grand Final untuk memperebutkan
Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia.
Meskipun sudah jelas pelarangan penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan

sapi, akan tetapi di lapangan masih terdapat praktik pengaiyaan hewan yang

& Intruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Pelaksaan Kerpan Sapi Tanpa
Kekerasan

° lbid



marak dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dalam instruksi
gubernur tersebut.

Kekerasan dalam karapan sapi merupakan sebuah tindak pidana penganiayaan
terhadap hewan. Hukum di Indonesia tidak hanya hadir untuk melindungi
manusia dan segala kepentingannya, akan tetapi hukum di Indonesia juga hadir
untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Perlindungan terhadap
hewan ini diatur di beberapa undang-undang diantaranya mulai dari Kitab Undang
Undang Hukum Pidana, Undang Undang No.41 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

Sedangkan dari sudut pandang agama, ulama MUI Pamekasan berfatwa,
melarang adanya penganiayaan dalam kerapan sapi. Pada dasarnya umat Islam
melarang menyiksa binatang dengan cara tidak memberinya makan. Bahkan,
sengaja membunuhnya hanya karena kesenangan. Dalam sebuah hadis, dari Ibnu

Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,
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“Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai
mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan
dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan
serangga di bumi.” (HR Muttafaq 'Alaih).

Dalam menyembelih hewan kurbanpun, umat Islam diharuskan berbuat lemah
lembut. Salah satunya dengan menajamkan pisau agar hewan kurban tidak
kesakitan terlalu lama. Dalam mengasah pisau pun, jangan sampai dilakukan di

depan binatang yang akan disembelih.
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“Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengasah
pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan.” (HR Ahmad, Ibnu Majah).

Berdasarkan dari pemaparan di atas diketahui bahwa penganiayaan hewan pada
dasarnya dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam tidaklah dibenarkan.
Meskipun regulasi mengatakan bahwa penganiayaan dilarang dan di ancam
dengan hukuman pidana, nyatanya yang terjadi di lapangan tradisi karapan sapi
masih saja dibumbui dengan penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dalam
pidana Islam termasuk dalam jarimah takzir. Yang pada konsep sanksinya tidak
ditentukan oleh nash. Dalam penelitian ini akan mengkaji sanksi apa yang tepat

dijatunkan pada pelaku penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura



dalam Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif. Hal inilah yang
menjadi motifasi dilakukannya penelitian, lebih lanjut penelitian ini akan
membahas Sanksi Penganiayaan hewan, unsur tindak pidana dan delik

penganiayaan hewan dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di
Madura ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di
Madura ditinjau dari hukum positif?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi penganiayayaan hewan
dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau hukum Islam.
b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi penganiayaan hewan

dalam tradisi kerapan sapi di Madura dalam hukum positif

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dalam bidang hukum positif dan hukum Islam terkait
sanksi penganiayan hewan yang terjadi di masyarakat.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

kepada seluruh masyarakat terhadap sanksi penganiayaan hewan



yang terjadi di Madura. Disamping itu, penelitian ini juga
bermanfaat untuk pembaca akademisi.
D. Telaah Pustaka

Berdasarkan ~ penelusuran  berbagai  literatur ~ yang  telah
dilakukan, didapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas tindak
pidana penganiayaan hewan. Meskipun tema yang diangkat memiliki
persamaan akan tetapi ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu
dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang
mengangkat tema tindak pidana penganiayaan hewan;

Pertama, Jurnal Illmiah yang berjudul Eksistensi Pasal 302
KUHP terhadap penganiayaan hewan di indonesia ditulis oleh
Epifanius Ivan, di Universitas Atma Jaya tahun 2014.° Di mana
jurnal ini membahas tentang Eksistensi dari pasal 302 KUHP di
Indonesia. Sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat
penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda
yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak
sesuai  dengan  keadaan Indonesia saat ini. ~Karena  masih
menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan
konversi ke kurs saat ini. Perbedaannya jurnal dengan penelitian ini,
terletak pada focus pembahasan. Dalama jurnal diatas mengupas
tuntas tentang Pasal 302 KUHP, sedangkan penelitian ini akan

membahas sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam

10 Epifanius Ivan, “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Penganiayayaan Hewan di
Indonesia”, Jurnal', Y ogyakarta: Universitas Atma Jaya (2014)
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tradisi kerapan di Madura dalam persefektif Hukum Islam dan
Hukum Positif

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul Analisis Tindak Padan
Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat
Dijinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam ditulis oleh
Regita Wahyu Mareta, di Universitas Islam Negri Sunan Ampel
Surabaya tahun 2019.'' yang dimana dalam tradisi Adu Bagong ini
juga melanggar Pasal 302 KUHP, dan juga melanggar Pasal 540 ayat
(1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) c, e, f dan g undang-undang No. 18
Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan. Berdasarkan
analisis hukum pidana Islam, penganiayaan hewan dalam bentuk
apapaun termasuk mengadu hewan merupakan hal yang di dalam al-
qur an dan al-Sunnah dilarang, akan tetapi tidak disebutkan secara
jelas dan tegas tentang hukumannya, maka penganiayaan hewan
masuk dalam jarimah ta’zir dan yang menentukan hukumnya adalah
ulil  amri (pemerintah). Perbedaan dengan penelitian ini adalah
terletak pada kajian objeknya, penelitian ini membahas sanksi pidana
terhadap pelaku penganiyaan hewan dalam tradisi karapan sapi di
Madura, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif,
sedangkan skripsi diatas hanya membahas secara khusus pada kajian
adu bagong yang ada di Jawa Barat, serta sifat penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan sedangkan skripsi diatas penelitian lapangan.

' Ragita Wahyu Mareta, “Analisis Tindak Padan Penganiayayaan Hewan Dalam Tradisi
Adu Bagong Di Jawa Barat Dijinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam’, Skripsi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019)
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E. Kerangka Teoritis
1. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum  pidana Islam  merupakan syariat  Allah  yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia
maupun  akhirat. Syari’at  Islam  dimaksud secara materiil
mengandung  kewajiban  asasi bagi setiap manusia  untuk
melaksanakannya.'?

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau
kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan
tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun
kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah.'®* Jinayah
di dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak
pidana.t4

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memenuhi
unsur-unsur yang ada pada istilah jarimah, unsur normatif dan
moral. Unsur normatif ialah unsur yang harus didasari oleh dalil
yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam
dengan hukuman. Sedangkan unsur moral ialah kesanggupan

sesorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai

12 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him.1

13 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
hlm. 11

4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 9.
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nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.®

Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan
istilah Jarimah.'® Jarimah yang diberikan hukuman itu dibagi
menjadi tiga macam, jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat,
Jjarimah ta’zir.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan atau sanksi pidana sering dipandang sebagai
senjata terahir dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang
demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup
dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah
dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya
ditujukan menciptakan efek jerah bagi pelaku tindak pidana,
melaikan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau
dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.’

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat
ditinjau dari dua arti yaitu; Dalam arti umum ialah yang
menyangkut pembentukan Undang-Undang, yaitu yang

menetapkan stelsel. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut

15 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22.

16 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan
Pertama,1967), hlm. 9.

17 Roni Wiranto, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2012), him. 110
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berbagai badan atau jawaban yang semuanya mendukung dan
melaksanakn stelsel hukum pidana itu.8

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan
untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian
pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran
dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-
syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga
teori mengenai alasan pembenar dan syarat pemidanaan, Vyaitu
teori absolut, teori relatife dan teori gabungan.*®
a. Teori Absolut (Vargeldingsteeorieen)

Teori absolut mulai berkembang pada abad-18, menurut teori ini
penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri.
Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang
mutlak dipidana, karena didalam kejahatan terdapat kesalahan yang
dibalas atau ditebus dengan pidana.?

Teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan
perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan
dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain,
Sehingga sipembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai
perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan

perkataan lain, penderitaan dibalas dengan penderitaan. Jadi, teori

18 Ibid
19 Roni Wiranto, Asas-Asas Hukum Pidana. hlm. 111

20 Ibid
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absolut memandang pemidanaan sebagi pembalasan kepada
seseorang yang menyebabkan orang lain menderita.?
Teori Relatife (Doeltheorieen)

Pemidanaan menurut teori relatif atau doeltheorieen adalah
bukan dijatuhkan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai
suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingaga teori ini
dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan pemidanaan adalah
kemanfaatan, yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan
memperbaiki ketidak puasan masyarakat, juga ditujukan untuk
memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini menitik beratkan nilai
kemanfatan dari pada pemidanaan.??

Teori relatif bukan mendasarkan alasan pemidanaan sebagai
pembalasan, melaikan mengajarkan bahwa alasan pemidanaan lebih
memberi penekanan terhadap tujuan dari pada pemidanaan itu
sendiri.  Menurut teori relatif modern pencegahan kejahatan
dilakukan dengan mengadakan norma-norma Yyang menjamin
ketertiban masyarakat. Sanksi pidana berfungsi sebagai penjaga
norma dan Negara mempunyai kewenangan untuk mengadakan
peraturan-peraturan yang mengandung perbutan-perbuatan yang
dilarang atau yang memperbolehkan.?®

Teori Gabungan

2l 1pid

22 Roni Wiranto, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm.114

2 Ibid
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Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan
dan tujuan. Jadi dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini
mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang
didasarkan pada kejahatan. Selain itu, diakui juga penjatuhan pidana
mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.?*

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana
dijatuhkan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki
penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori
pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan
sepihak. Karenanya timbul keberatan-keberatan terhadap dua teori
tersebut.?®> Keberatan terhadap teori absolut di antaranya;

1) Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk
menentukan batasan-batasanya

2)  Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan Negara
dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.

3)  Tujuan penjatuhan sebagai pembalasan itu tidak bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat.

Keberatan terhadap teori relatif diantaranya:

1)  Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut nakuti
umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan
kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana

yang dijatuhkan.

24 Roni Wiranto, Asas-Asas Hukum Pidanahlm.116-117

2 Ibid
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2)  Sanksi yang berat itu dianggap tidak berperi keadilan, apabila
kejahatan itu adalah ringan.

3) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan,
sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk
mencegah kejahatan atau melenyapkan penjahat.

4)  Penjahat yang menerima sanksi pidana dibutuhkan kepuasan.

Tujuan  pemidanaan  sebagai  pembalasan  adalah  tidak

mempunyai manfaat.?

F. Metode Penelitan
Metodologi penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang
telah di kumpulkan dan di olah.?” Adapun metodologi penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian
yang mengacu pada norma hukum vyang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang

berkembang di masyarakat.?® sedangkan jenis penelitian yang digunakan

26 Ibid
27 Zainudin Ali, Metode penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17

28 Ibid, hlm.105
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adalah penelitian pustaka (library reaserch) yaitu mengumpulkan data-data
primer dan skunder yang sesuai tema penelitian.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis-
komparatif. Maksudnya adalah dalam penelitian ini akan mendeskripsikan
secara rinci peraturaran-peraturan yang berkaitan dengan penganiayaan
hewan pada tahap akhir akan membandingkan antara hukum Islam dan
hukum positif
Pendekatan Penelitian

Secara metodelogis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni mengacu kepada pernyataan dan
ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif yang relevan

dengan penganiayaan hewan.

Teknik pengumpulan data
Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi
ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-
literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data yang
dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:
a. Data Primer
Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), undang-
undang yang berkaitan dengan penganiayaan hewan.

b. Data Sekunder
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Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal,
sekripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema

penelitian yang dibahas.

5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data
terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara
deskriptif-analisis.dengan menggunkan teori hukum Islam dan teori
pemidanaan Kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai
ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang

penganiayaan hewan

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub bab
sebagai penjelasnya. Rincian dari lima bab tersebut adalah

Bab | (satu), membahas tentang pendahuluan dengan sub-babnya adalah
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11 (dua), membahas tentang teori pemidanaan, dan hukum pidana Islam.
Di dalamnya akan membahas masing-masing dari kedua teori tersebut baik dalam
pengertian sampai ke macam-macamnya.

Bab Il (tiga), membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam
hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam akan memaparkan
bagaimana landasan hukum penganiayaan hewan beserta pendapat para ulama,

sanksi penganiayaan hewan dan unsur-unsur pidananya. Di dalam hukum positif
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akan membahas pasal-pasal berkaitan dengan sanksi penganiayaan hewan
khususnya kerapan sapi di Madura beserta unsur pidananya.

Bab IV (empat), analisis dari dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan
hukum positif tentang tindak pidana penganiayaan hewan, yang kemudian akan
membandingkan bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam dua sistem
hukum tersebut dengan menggunakan teori-teori yang penulis pakai.

Bab V (lima), penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat,
berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan

diakhiri dengan saran-sara.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari skripsi ini maka peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau dari hukum Islam hukum penganiayaan hewan yang terdapat
dalam tradisi kerapan di Madura Adalah dilarang, kerena sudah sangat
jelas mengandung unsur penganiayaan hewan di dalamya. Sedangkan
untuk sanksi bagi pelakunya adalah sanksi jarimah tazir, dengan hukuman
yang ditentukan oleh penguasa atau pembuat hukum.

2. Sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Madura dalam
hukum positif adalah: sanksi penjara maksimal tiga bulan atau denda
paling banyak Rp. 4.500.00 dalam Pasal 302 KUHP, sanksi penjara
maksimal enam bulan atau denda paling berat Rp. 5.000.000.00 dalam
Pasal 66A Ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan, dan juga melanggar isi dalam instruksi Gubernur

Jawa Timur Nomor 1/INST/2012.
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B. SARAN

1. Penulis menyadari masih dibutuhkan tambahan refrensi dalam penulisan
skripsi ini agar hasil pembahsan lebih akurat.

2. Dibutuhkan peraturan yang khusus dan terpenrinci berkaitan dengan sanksi
penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Madura persefektif
hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hal ini untuk
mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan kasus

penganiayaan hewan khusunya dalam karapan sapi.
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